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ABSTRACT 
 
This thesis discuss the effectiveness of dispute resolution 2014 legislative election results 
in the Constitutional Court. From the results of research using normative law research 
method can be concluded, that: There has been an increase in the number of cases from 
655 cases PHPU (Pilleg 2009) to 902 cases (Pilleg 2014). In the case judging by the 
number pesertapemilunya, Pilleg 2009 far more than 2014 Pilleg 2009 diikutioleh 11 219 
candidates DPR and DPD candidates 1116, whereas in 2014 only Pilleg 6607 followed 
by the House of Representatives candidates and 945 candidates DPD. Increase in cases is 
due to the procedural law of the Court has broadened the legal standing of the applicant 
which is not only political parties and individual candidates for the DPD, also individual 
candidates DPR and DPRD both provincial and district / city. As a result in 2014 Pilleg 
add some 118 cases of individual petition. Dissatisfaction with the process, namely the 
emergence of many alleged violations. Dissatisfaction of this process does not necessarily 
indicate poor quality of recall of 902 cases filed, only 22 cases were granted the 
2,4persen. During the filing of the petition, the Constitutional Court issued a different 
release related to the number of cases received. The case number was changed from every 
stage of acceptance of the case. The difference is due to differences in the number of 
policies in force between the constitution and the general secretary of the Constitutional 
Court judges who then gave Ruan gbagi pemoho nuntuk apply for passing of the deadline 
3x24 hours. As a result, some of the petition must be declared not accepted due to the 
overdue filing. Should the Court can refuse the request during the registration process is 
closed, so do not give up hope palsu.Pengaturan Dispute Settlement Legislative Election 
Results In the Constitutional Court More Effective Into his future is together Election 
Commission (KPU), Election Supervisory Body (Bawaslu ) to establish a dispute 
resolution mechanisms and electoral complaints within the electoral system in 
Indonesia.Such mechanisms necessary to protect the rights of citizens and help determine 
whether the election is really a true reflection of the will of its citizens. so that the 
elections can be credible, it is important for voters and election contestants to have access 
to the electoral resolution mechanism that is independent, fair, accessible and effective. 
However, in order to strengthen the dispute resolution structures and make it more user-
friendly (easy to use) and effective, Indonesia needs to take some important steps before 
the national elections going forward with ratification of the Electoral Law timely by the 
House of Representatives (DPR), Bawaslu and Supervisory Committee's mandate is to 
mediate in order to ease the burden sengekat Commission and allow more cases to be 
processed by shorter. 
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ABSTRAK 
 
Tesis ini membahas masalah efektivitas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum 
legislatif 2014 Di Mahkamah Konstitusi. Dari hasil penelitian menggunakan metode 
penelitian hukum  normative diperoleh kesimpulan, bahwa : Telah terjadi peningkatan 
jumlah kasus PHPU dari 655 kasus (Pilleg 2009) hingga 902 kasus (Pilleg 2014). Pada 
hal dilihat dari jumlah pesertapemilunya, Pilleg 2009 jauh lebih banyak dibanding 2014. 
Pilleg 2009 diikutioleh 11.219 caleg DPR dan 1.116 caleg DPD, sedangkan Pilleg 2014 
hanya diikuti oleh 6.607 caleg DPR dan 945 caleg DPD. Peningkatan kasus ini 
disebabkan oleh Hukum acara MK telah memperluas legal standing pemohon yakni tidak 
hanya partai politik dan perseorangan calon DPD, juga perseorangan Caleg DPR dan 
DPRD baik propinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya dalam Pilleg 2014 menambah 
permohonan perseorangan sejumlah 118 kasus. Ketidakpuasan terhadap proses, yakni 
munculnya banyak dugaan pelanggaran. Ketidak puasan terhadap proses ini tidak serta 
merta menunjukkan buruknya kualitas penyelenggaraan mengingat dari 902 kasus yang 
diajukan, hanya 22 kasus yang dikabulkan yakni 2,4persen. Selama pengajuan 
permohonan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan rilis yang berbeda terkait jumlah 
perkara yang diterima. Jumlah perkara tersebut mengalami perubahan dari setiap tahapan 
penerimaan perkara. Perbedaan jumlah ini disebabkan perbedaan kebijakan yang 
diberlakukan antara hakim konstitusi dan sekjen MK yang kemudian memberikan ruan 
gbagi pemoho nuntuk mengajukan permohonan lewat dari batas waktu 3x24 jam. 
Akibatnya beberapa permohonan harus dinyatakan tidak diterima akibat melewati batas 
waktu pengajuan permohonan. Mestinya MK bisa menolak permohonan tersebut pada 
saat proses pendaftaran ditutup, sehingga tidak memberikan harapan palsu.Pengaturan 
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Di Mahkamah Konstitusi 
Yang Lebih Efektif Ke Masa Depannya adalah bersama-sama Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membentuk mekanisme-mekanisme 
penyelesaian sengketa dan pengaduan pemilu di dalam sistem pemilu di Indonesia. 
Mekanisme semacam itu penting untuk melindungi hak warga negara dan membantu 
menentukan apakah pemilu benar-benar merupakan cerminan yang sesungguhnya dari 
kehendak warganya. agar pemilu dapat dianggap kredibel, penting bagi para pemilih dan 
kontestan pemilu untuk memiliki akses ke mekanisme penyelesaian pemilu yang 
independen, adil, dapat diakses dan efektif. Namun, untuk memperkuat struktur-struktur 
penyelesaian sengketa dan membuatnya lebih user-friendly (mudah digunakan) dan 
efektif, Indonesia perlu mengambil beberapa langkah penting sebelum pemilu nasional 
tahun kedepannya dengan pengesahan Undang-Undang Pemilu yang tepat waktu oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bawaslu dan Panwaslu memiliki mandat untuk 
memediasi sengekat agar meringankan beban KPU dan memungkinkan lebih banyak kasus 
untuk dapat diproses dengan lebih singkat. 
Kata Kunci: Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
 
 
 
 
Latar Belakang 
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku 
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) 
dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). 
Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka MK dapat disebut sebagai 
lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi. 
Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagai lembaga 
pengawal demokrasi, MK memiliki peran dan tanggung jawab terhadap suksesnya 
keseluruhan proses pemilihan umum legislatif. Upaya menjaga dan mengawal 
proses demokrasi ini tidak terlepas dari kewenangan MK untuk menyelesaikan 
perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebagaimana diamanatkan 
dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. 
Berkaca pada pengalaman selama ini, setiap penyelenggaraan Pemilu hampir 
selalu diwarnai pelanggaran dan kecurangan mempengaruhi hasil perolehan suara 
para calon. Pada akhirnya, penyelesaian sengketa tersebut seringkali berujung ke 
MK. Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang 
dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran 
pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif 
lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan 
lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan 
berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan 
berbagai pihak, khususnya para stakeholder, yakni penyelenggara pemilu, aparat 
penegak hukum, dan peserta pemilu itu sendiri, yang dalam hal ini adalah partai 
politik. 
Di samping memiliki peran dan fungsi yang berbeda, terjalinnya komunikasi 
dan hubungan yang baik antara MK dengan para stakeholder juga sangat 
dibutuhkan pada saat persidangan di MK dalam mengadili perkara PHPU. Di 
mana tidak menutup kemungkinan ada stakeholder MK yang akan menjadi para 
pihak yang bersengketa dalam persidangan MK. 
Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para stakeholder kelak akan 
sangat memengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, 
seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, 
memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang 
bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, 
seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan 
beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan 
atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak 
sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di 
Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya. 
Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilu, 
khususnya hukum acara MK. Jika para stakeholder belum memiliki gambaran 
ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara PHPU di MK, akibatnya 
bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara 
cepat (speedy trial). Seperti kita ketahui bersama, persidangan PHPU legislatif di 
MK memang telah diberikan limitasi waktu penyelesaiannya oleh perundang-
undangan, yakni harus diputus 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi. Disamping itu, para stakeholder juga sangat perlu 
untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa diantaranya 
menjadi rujukan dalam mengadili perkara PHPU, misalnya putusan MK yang 
menegaskan bahwa MK berwenangmengadili sengketa pemilu legislatif antar 
calon dalam satu parpol ataupun diperbolehkannya penggunaan pemilihan dengan 
cara noken di daerah Papua. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-
benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan 
substantif bagi para pencari keadilan. 
Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk 
berperkara di MK, khususnya dalam perkara PHPU legislatif bagi stakeholder, 
menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang 
cepat, murah, dan sederhana, juga harapannya akan membuat persidangan di MK 
akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan 
berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil. 
Sengketa pemilu ataupun pemilukada adalah perselisihan antara dua pihak 
atau lebih karena adanya perbedaan penafsiran antar pihak atau suatu 
ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan fakta kegiatan atau peristiwa 
hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu 
pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda, penghindaran dari pihak 
yang lain, yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam pemilu atau 
pemilukada tercatat banyak sekali sengketa dan juga permasalahan mulai dari 
proses sampai hasil pemilu yang dilaporkan oleh pihak-pihak terkait seperti partai 
politik. Sebenarnya permasalahan ini dapat diselesaikan di level panwaslu ataupun 
KPU namun apabila tidak menui titik terang atau hasil dari sengketa maka berkas 
kasus dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditetapkan 
dalam Undang- Undang. Dengan harapan hasil keputusan tersebut dapat sesuai 
dengan Undang-Undang yang berlaku, secara jujur, adil serta berkualitas, rakyat 
dan peserta Pemilu akan lapang dada menerima dan menjalankannya.  
Pemahaman Mengenai Sengketa Pemilu Masalah hukum (pelanggaran dan 
sengketa) dalam pemilu menurut Topo Santoso secara umum dapat dibagi menjadi 
6 (enam) bentuk, yang terdiri dari: 1. Pelangaran Administrasi Pemilu; 2. 
Pelanggaran Pidana Pemilu; 3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara; 4. Sengketa 
dalam proses pemilu; 5. Perselisihan hasil Pemilu; 6. Sengketa hukum lainnya. 
Dengan demikian sengketa pemilu terdapat tiga macam yaitu sengketa dalam 
proses pemilu, sengketa perselisihan hasil pemilu, dan sengketa hukum lainnya. 
Berbeda dengan Topo Santoso, Moh. Jamin menyebutkan bahwa sengketa pemilu 
dibagi menjadi dua yaitu sengketa dalam proses pemilu yang selama ini menjadi 
wewenang Badan/Panitia Pengawas Pemilu dan sengketaatau perselisihan hasil 
pemilu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 menyebut secara eksplisit tiga 
macam masalah hukum pemilu, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, 
pelanggaran pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Disebutkan dalam Pasal 
248 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, bahwa pelanggaran administrasi 
pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini yang bukan 
merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur 
dalam peraturan KPU. Sebagai contoh pelanggaran administrasi yang merupakan 
pelanggaran peraturan KPU adalah pemasangan alat peraga partai politik tertentu 
tidak boleh menghalangi alat peraga partai politik lainnya.  
Pelanggaran administrasi ini menjadi wewenang KPU/ KPU Daerah untuk 
mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggaran administrasi 
perlu ada pelimpahan dari Bawaslu/ Panwaslu. Pelanggaran tindak pidana pemilu 
hasil temuan Bawaslu/ Panwaslu maupun hasil laporan dari pelapor apabila 
memenuhi unsur-unsur pidana pemilu disertai bukti-bukti yang cukup perlu segera 
diteruskan oleh Bawaslu/ Panwaslu kepada Penyidik Polri untuk segera ditindak 
lanjuti. Oleh penyidik Polri diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum dan berakhir 
di Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Putusan pengadilan yang 
dirasakan oleh terpidana atau oleh Jaksa sebagai putusan yang tidak memuaskan 
maka dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi yang berwenang. Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu mengatur secara tegas sengketa 
yang terjadi diantara pihak-pihak. Ialah sengketa yang timbul dalam tahapan- 
tahapan Pemilu.  
Sengketa itu bukan dikarenakan pelanggaran administratif maupun 
pelanggaran pidana. Sengketa pemilu adalah perselisihan antara dua pihak atau 
lebih karena adanya perbedaan penafsiran antar pihak atau suatu ketidaksepakatan 
tertentu yang berhubungan dengan fakta kegiatan atau peristiwa hukum atau 
kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat 
penolakan, pengakuan yang berbeda, penghindaran dari pihak yang lain, yang 
terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Ada beberapa pihak yang ikut terlibat 
dalam sangketa Pemilu, yaitu diantaranya adalah: 1. PenyelenggaraPemilu. 2. 
Partai politik peserta Pemilu, yaitu Dewan Pimpinan Tingkat Nasional, Dewan 
Pimpinan Tingkat Propinsi, Dewan Pimpinan Tingkat Kab/Kota, dst. 3. Peserta 
Pemilu perseorangan untuk pemilihan anggota DPD. 4. Anggota dan atau 
pengurus partai politik peserta Pemilu. 5. Warga Negara yang memilikihakpilih. 6. 
PemantauPemilu. 
Selanjutnya agar tidak terjadi penumpukan berkas kasus di Mahkamah 
konstitusi tentang Pemilu karena pada dasarnya tugas mahkamah Konstitusi adalah 
menguji undang-undang. Intensitas persidangan mengenai penanganan kasus 
pemilu pasca pemilu mengakibatkan Mahkamah Konstitusi memiliki beban berat 
untuk segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum pemilihan presiden 
dilaksanakan yaitu sekitar 30 hari. Persidangan yang dilakukan dengan intensisitas 
yang sering untuk mempercepat pemutusan karena waktu yang di berikan sangat 
pendek seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan dari sisi efektifitas dan kualitas 
proses persidangan, yang pada ujung berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 
terhadap pencari keadilan.  
Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya MK 
berperan penting dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. MK mampu 
memfasilitasi konflik politik yang merupakan hasil pemilukada dengan 
membawanya dari konflik yang terjadi, yang bisa memicu konflik horizontal antar 
pendukung ke gedung MK. Di tingkat tertentu MK telah memiliki prestasi dalam 
mendorong pelaksanaan pemilukada yang demokratis. Akan tetapi, dalam titik 
tertentu, MK juga memiliki masalah yang mengganggu perannya sehingga tidak 
berjalan secara efektif. Masyarakat serta partai politik maupun calon legislatif 
pasti menginginkan keadilan atas permasalahan yang terjadi selama 
penyelenggaran pemilu, jadi diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan 
keputusan yang sesuai, bukan hanya untuk menentukan kuantitas penyelesaian 
masalah namun juga kualitas pemutusan masalah secara adil dan dapat 
dipertanggung jawabkan tanpa adanya penyelewengan seperti pada kasus 
sebelumnya tentangi hasil pemutusan di tentukan berdasarkan uang yang masuk ke 
dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Hal ini yang ditakutkan oleh masyarakat juga 
pihak lain.  
Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam penentuan hasilpemilu legislatif 2014 
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang perkara perselisihan hasil 
pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD 2014, tidak mempengarui pendaftaran pasangan calon presiden dan calon 
wakil presiden dari partai politik atau gabungan partai politik. Pengajuan pasangan 
calon presiden dan calon wakil presiden itu tetap mendasarkan pada keputusan 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang perolehan suara dan perolehan kursi 
partai politik.  
Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan keputusan sidang perkara 
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pemilu Anggota 
DPR, DPD, dan DPRD 2014 pada 30 Juni 2014. Sementara, KPU membuka 
pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden oleh partai politik 
atau gabungan partai politik 18-20 Mei mendatang. Meski partai politik ataupun 
gabungan partai politik tetap dapat mendaftarkan pasangan calon presiden dan 
calon wakil presidennya mulai 18 Mei, mengatakan keputusan  sidang MK tentang 
sengketa hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 pada 30 Juni 2014 
akan tetap mengubah perolehan suara peserta pemilu. Jika memang permohonan 
peserta pemilu dikabulkan tentu akan mempengaruhi perolehan kursi dan 
terpilihnya orang anggota DPD.  
Sebanyak 12 partai politik nasional dan dua partai lokal Aceh mendaftarkan 
permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa 
hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014. Sedangkan partai Aceh 
merupakan satu-satunya partai politik yang tidak mengajukan permohonan PHPU 
2014.Selain partai politik, sebanyak 30 calon anggota DPD dari 19 provinsi juga 
mengajukan permohonan perkara hasil pemilihan umum Pemilu 2014. 
 
Permasalahan        
Bagaimana formulasi pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum 
legislatif di Mahkamah Konstitusi yang lebih efektif ke masa depan ?  
 
Pembahasan 
Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Di 
Mahkamah Konstitusi Yang Lebih Efektif Ke Masa Depannya. 
Dari hasil pengamatan penulis tentang hasil pemilihan umum legeslatif 
2014 sudah cukup baik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) dan kelompok masyarakat madani sudah  memperlihatkan untuk 
membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan pemilu 
di dalam sistem pemilu di Indonesia. Mekanisme semacam itu penting untuk 
melindungi hak warga negara dan membantu menentukan apakah pemilu benar-
benar merupakan cerminan yang sesungguhnya dari kehendak warganya. Jelas, 
agar pemilu dapat dianggap kredibel, penting bagi para pemilih dan kontestan 
pemilu untuk memiliki akses ke mekanisme penyelesaian pemilu yang 
independen, adil, dapat diakses dan efektif
1
. Namun, untuk memperkuat struktur-
struktur penyelesaian sengketa dan membuatnya lebih user-friendly (mudah 
digunakan) dan efektif, Indonesia perlu mengambil beberapa langkah penting 
sebelum pemilu nasional tahun kedepannya . 
Dari uraian diatas, Undang-Undang Pemilu memberikan berbagai cara 
untuk menyelesaikan Pengaduan dan sengketa pemilu pada setiap tahapan dari 
kalender pemilu. Penulis melihat bahwa mekanisme-mekanisme ini memiliki 
potensi untuk memainkan peran penting dalam menjamin kredibilitas prosesnya, 
penulis juga mencatat beberapa kekurangan-kekurangan penting yang, jika 
dibenahi jauh hari sebelum pemilu nasional berikut di tahun 2019, dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas system penyelesaian pengaduan dan 
sengketa pemilu. Menurut penulis perlu adanya Pengaturan Penyelesaian 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Di Mahkamah Konstitusi Yang 
Lebih Efektif Ke Masa Depan, antara lain :  
1. Pengesahan Undang-Undang Pemilu yang tepat waktu oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dapat meningkatkan kesempatan bagi peraturan-
peraturan penting berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu untuk 
dikonsepkan dan dipublikasikan tepat waktu dan memungkinkan pendirian 
kantor-kantor Panwaslu lokal sesuai dengan jadwal yang telah tercantum 
dalam undang-undang. Tanpa adanya peraturan yang berkembang ke pasal-
pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan EDR, mustahil untuk 
melatih pejabat Bawaslu dan KPU secara memadai mengenai bagaimana me-
review dan menyelesaikan pengaduan-pengaduan pemilu. 
2. Peran Bawaslu dan Panwaslu saat ini terbatas kepada peran sebagai badan 
penasehat dan perujukan. Meskipun sudah jelas bahwa semua dugaan-dugaan 
pelanggaran adminstratif dan pidana harus diserahkan kepada KPU dan polisi, 
Bawaslu dan Panwaslu dapat memberi kontribusi lebih kepada fungsi efektif 
dari sistem EDR (seperti yang mereka lakukan di tahun 2014) terkait dengan 
sengketa yang dianggap tidak melanggar undang-undang. Penulis  
menyarankan agar Bawaslu dan Panwaslu memiliki mandat untuk memediasi 
sengketa karena hal ini akan meringankan beban KPU dan memungkinkan 
lebih banyak kasus untuk dapat diproses dengan lebih singkat. 
3. Kenyataan bahwa peraturan Bawaslu mengenai EDR mengharuskan nama-
nama dan alamat para saksi dicantumkan sebagai bagian dari laporan-laporan 
pelanggaran, kelihatan tidak konsisten dengan Undang-Undang Pemilu . 
Karena nama-nama dan alamat para saksi seringkali merupakan syarat yang 
sangat sulit dipenuhi bagi mereka yang menyerahkan laporan, informasi ini 
seharusnya tidak diwajibkan sebagai bagian dari pemeriksaan awal oleh 
Bawaslu atau Panwaslu. Sebaiknya, hal ini menjadi sebuah pilihan saja dan 
sebaiknya juga tercermin dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan di 
masa datang. 
4. Jika, dalam prakteknya, Bawaslu dan Panwaslu bertanggung jawab untuk 
lebih dari melengkap laporan awal kasus, maka keanggotaannya seharusnya 
mengikutsertakan para penyidik dengan pengalaman yang sesuai berkaitan 
dengan pekerjaan polisi dan/atau kriminal dan penuntutan bidang 
administatif. Dalam rangka mendorong langkah-langkah investigatif yang 
efektif oleh Bawaslu / Panwaslu, penting untuk meningkatkan sumber daya 
manusia dan dana kepada Bawaslu/Panwaslu, secara tepat waktu. 
5. Tenggat waktu tiga hari untuk pelaporan pelanggaran-pelanggaran 
administratif dan pidana terkait pemilu kepada Bawaslu atau Panwaslu, terlalu 
singkat dan terlalu kaku, karena tidak memungkinkan ruang untuk 
pengecualian. Mengingat beberapa masyarakat setempat yang tinggal terpencil 
dan kesulitan-kesulitan lainnya dalam mengumpulkan dan menyerahkan 
informasi, penulis merekomendasikan untuk mengkaji ulang mengenai 
tenggat waktu tersebut. 
6. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan fasilitas video konferensi 
untuk sidang tingkat pertengahan di 34 universitas di seluruh Indonesia, 
sebagian besar partai-partai dan kandidat-kandidat lebih memilih untuk 
membawa kasus mereka ke sidang di Mahkamah Konstitusi di ibukota. 
Mengingat layanan ini sudah tersedia di universitas-universitas, Carter 
Center sangat mendorong partai-partai politik untuk memanfaatkan layanan 
ini yang tidak hanya akan menghemat biaya bagi para partai dalam hal biaya 
perjalanan dari propinsi ke Jakarta tetapi juga akan memungkinkan para 
pemilih di daerah tersebut untuk menghadiri persidangan. 
7. Dalam persiapan untuk pemilu tahun 2019, penting untuk menyiapkan 
sebuah strategi reformasi penyelesaian sengketa pemilu yang dapat 
dicerminkan dalam undang-undang pemilu di masa datang. Meskipun 
penulis melihat adanya kontribusi penting yang dilakukan oleh Bawaslu dan 
Panwaslu terhadap proses pemilu, penting untuk menilai pentingnya institusi 
sebagai satu kesatuan mengingat keterbatasan yang mereka hadapi. Stategi 
reformasi ini dapat mencakup kemandirian dan kemampuan yang lebih tinggi 
dalam KPU untuk membuat keputusan-keputusan dan menangani kasus-
kasus EDR secara efiesien, dan sebuah mediasi gabungan dan layanan 
penyelesaian sengketa yang mungkin berada dalam struktur KPU tetapi juga 
mencakup unsur-unsur eksternal dan memiliki kekuasaan untuk 
mengindentifikasi, menginvestigasi dan menuntut pelanggaran administratif 
dan pidana. 
8. Menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi saat ini dan Peraturan KPU 
mengenai prosedur teknis untuk hasil pemilu, hanya dewan pusat dari partai 
politik dan kandidat DPD yang dapat mengajukan pengaduan kepada 
Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu. Namun, keputusan tahun 2008 
oleh Mahkamah Konstitusi (yang mengharuskan kursi-kursi yang 
dimenangkan oleh sebuah partai untuk dialokasikan kepada kandidat-
kandidatnya yang memenangkan suara terbanyak) membuka kemungkinan 
seorang kandidat dan partainya bisa bersengketa atas hasil pemilu dan 
penunjukan kursi. Mengingat keputusan Mahkamah tahun 2008 tersebut, 
potensi konflik antara para kandidat dari partai yang sama mungkin telah 
meningkat tajam dan oleh karena itu mekanisme penyelesaian sengketa 
untuk konflik-konflik ini penting. 
 
Kesimpulan 
Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Di 
Mahkamah Konstitusi Yang Lebih Efektif Ke Masa Depannya adalah bersama-
sama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk 
membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan pemilu 
di dalam sistem pemilu di Indonesia. Mekanisme semacam itu penting untuk 
melindungi hak warga negara dan membantu menentukan apakah pemilu benar-
benar merupakan cerminan yang sesungguhnya dari kehendak warganya. agar 
pemilu dapat dianggap kredibel, penting bagi para pemilih dan kontestan pemilu 
untuk memiliki akses ke mekanisme penyelesaian pemilu yang independen, adil, 
dapat diakses dan efektif. Namun, untuk memperkuat struktur-struktur 
penyelesaian sengketa dan membuatnya lebih user-friendly (mudah digunakan) 
dan efektif, Indonesia perlu mengambil beberapa langkah penting sebelum pemilu 
nasional tahun kedepannya dengan pengesahan Undang-Undang Pemilu yang 
tepat waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bawaslu dan Panwaslu 
memiliki mandat untuk memediasi sengekat agar meringankan beban KPU dan 
memungkinkan lebih banyak kasus untuk dapat diproses dengan lebih singkat. 
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